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ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Kenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas’laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Pengendalian Intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari
kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian

material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern
yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas
pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Pemeriksaan yang dilakukan
BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan
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kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, serta
evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Dalam Laporan BPK Nomor 44.b/LHP/XIX.KUP/06/2017 tanggal 7 Juli 2017, BPK

memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian ( WDP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2016, karena adanya piutang yang

berasal dari Dana Pemberdayaan pada Koperasi Usaha Tani (KUT) Supra Insus Tahun

2002 yang tidak didukung data atas pihak-pihak penerima, investasi permanen berupa
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada PD Sumber Dharma tidak
didukung dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen,
investasi non permanen berupa ternak bergulir dan dana bergulir yang belum seluruhnya
didukung dengan dokumen perjanjian, pengelolaan aset tetap yaitu pencatatan aset tetap
yang tidak didukung dengan tahun perolehan sebesar Rp355.960.958.868,18 yang tidak
dapat dilakukan penghitungan penyusutan, koreksi akumulasi penyusutan sebesar
Rp1.979.722.846,60 yang tidak didukung dengan rincian penghitungannya, pencatatan
asset tetap yang tidak dilakukan secara terperinci sebesar Rp21.902.926.115,00,
perolehan aset tetap dari dana BOS daerah belum disajikan dalam KIB masing-masing
sekolah secara lengkap, aset tetap tanah yang berada dibawah jalan, ruas drainase dan
irigasi belum dicatat dan mekanisme pencatatan atas nilai pengeluaran setelah perolehan
dari biaya rehabilitasi belum dilakukan penambahan nilai aset (pencatatan biaya
- rehabilitasi aset tetap gedung dan bangunan terpisah dari asset induk), Aset Lain-lain
minimal senilai Rp7.207.620.439,58 yang tidak diketahui keberadaannya (hilang/mati)
dan sudah rusak berat.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan upaya perbaikan diantaranya telah
menyajikan Laporan Keuangan PD Sumber Dharma yang telah diaudit oleh auditor
independen.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.a.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat menyajikan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 senilai
Rp1.615.343.250,00. Dari nilai tersebut, terdapat piutang sebesar Rpl.149.600.250,00
yang berasal dari Dana Pemberdayaan pada Koperasi Usaha Tani (KUT) Supra Insus
Tahun 2002 tidak didukung data atas pihak-pihak penerima. BPK tidak dapat
memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak
tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait, Sebagai akibatnya BPK tidak dapat
menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.a.2) atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Sumba Barat menyajikan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2017 berupa
penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp56.278.827.886,00. Dari nilai tersebut
diantaranya sebesar Rp2.674,426.760,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah
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Kabupaten Sumba Barat kepada PDAM Sumba Barat (sebelum dikurangi dengan
akumulasi kerugian). Belum ada tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan
sebelumnya dimana atas investasi pada PDAM tidak didukung dengan laporan keuangan
yang telah diaudit serta tidak ada langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut untuk
kelangsungan PDAM. Selain itu, aset-aset yang dimiliki oleh PDAM tersebut belum
diketahui kejelasan statusnya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang
cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada
satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan
penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.a.2) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat menyajikan saldo [nvestasi Non Permanen per 31 Desember
2017 sebesar Rp644.892.393,00 yang merupakan investasi non permanen berupa ternak
bergulir. Belum pernah dilakukan inventarisasi fisik ternak untuk mengetahui jumlah
ternak yang dikelola sehingga belum dapat disajikan data jumlah perkembangan ternak
hasil distribusi/redistribusi secara akurat dan Dinas Peternakan tidak dapat menunjukkan
dokumen-dokumen terkait ternak yang telah mati, hilang, dipotong paksa dan atau majir
(mandul). BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang
nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai
akibatnya BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka
tersebut di atas. -

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.a.3) atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar
Rp1.291.176.229.068,65, terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas
pengelolaan Aset Tetap yaitu Aset Tetap belum dinilai secara wajar atas tanah, peralatan
~ dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan,irigasi dan jaringan yang masih bernilai
Rp1,00 atau Rp0,00, Aset Tetap tanah yang berada dibawah jalan, ruas drainase dan
irigasi belum dicatat dalam neraca, pencatatan Aset Tetap tidak didukung dengan tahun
perolehan, pencatatan nilai pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap
(rehabilitasi/renovasi) belum dilakukan penambahan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan, pencatatan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak
menggambarkan nilai aset yang sebenarnya, pencatatan Aset Tetap dari dana BOS
Daerah belum disajikan dalam KIB masing-masing sekolah secara lengkap, pada KIB B
masih terdapat 1.614 unit Aset Tetap yang dibawah nilai kapitalisasi masih terdapat di
neraca, Aset Tetap Tanah sebanyak 120 bidang belum bersertifikat dan belum didukung
dengan bukti kepemilikan yang sah, Aset Tetap kendaraan bermotor sebanyak 189 unit
tidak dilengkapi BPKB, terdapat 27 unit aset tetap kendaraan dikuasai pihak lain dan
Berita Acara pakai kendaraan oleh instansi vertikal tidak ditemukan dan tidak
dimutakhirkan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk
dapat meyakini nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017. Sebagai akibatnya, BPK tidak
dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.5.a.5) atas Laporan Keuangan menyajikan nilai
Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 senilai Rp54.881.097.177,55. Atas hal-hal yang
dikecualikan pada hasil pemeriksaan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
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belum melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan atas nilai aset lain-
lain hasil reklasifikasi dari aset tetap yang belum dilakukan perhitungan penyusutan, A§et
lain-lain yang tidak diketahui keberadaaanya dan Aset Lain-lain yang dikuasai pihak lain.
Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk dapat meyakini
nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat

menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut dratas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian
Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar

opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo
anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir

pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan petundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
24 B/LHP/X1X.KUP/07/2018 dan Nomor 24.C/LHP/XIX.KUP/07/2018 tanggal 10 Juli

2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 10 Juli 2018
Z N& Al RIKSA KEUANGAN
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